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‘Masih Banyak
Warga Menunggak

TERKAIT
temuan BPK
Perwakilan
Sulteng, ten-
tang tung-
gakan Pajak
Kendaraan
Biermoitor
(PKB) dan Bea
Balik Nama
Kendaraan
Bermotor
(BBNKB),
Jernresi ARt
Direktur Lalu Lintas Polda Sulteng
Kombes Pol Agus Wijayanto bahwa
di Sulteng masih banyak warga
yang menunggak pembayaran pajak
kendaraan.

Namun Agus enggan berkomentar
lebih jauh tentang hal itu, karena soal

Agus Wijayanto

Baca MENUNGGAK di hal.11
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Mengajak Warga Untuk Taat Pajak

- MENUNGGAK .

pembayaran pajak ada-
lah kewenangan Dinas
Pendapatan Daerah
(Dispenda).

“Saya tidak mau berko-
mentar banyak, karena hal
itu bukan bagian saya, ada
yang berwenang,” katanya,
Senin (18/11/2013).

Untuk mengantisipasi
banyaknya warga yang
menunggak membayar pa-
jak kendaraan, Agus men-
yarankan bahwa sebaiknya
pemerintah daerah;dalam
hal ini dinas terkait yang

mengelola pajak kendaraan -

agar menciptakan program-
prograin yang intinya men-
gajak warga untuk taat
pajak. -

“Kita mungkin bisa
mengadopsi program-pro-
gram dari daerah lain yang
sebagian besar masyara-
katnya sudah taat pajak,”
tambahnya.

Sebelumnya, keberhasilan
Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) menggenjot set-
oran pajak kendaraan ber-
motor (PKB) dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) sebesar Rp4 mi-
liar, hanya dalam waktu
sepekan pasca penyerahan
laporan hasil pemeriks-
aan (BPK) RI atas PKB dan
BBNKB, dianggap sebuah
gebrakan.

Yayasan Pendidikan
Rakyat (YPR) melalui
Direkturnya, Dedy Irawan,
malah melihat ada ke-
janggalan atas gebrakan
Dispenda mengumpulkan
tunggakan PKB dan BBNKB
sebesar Rp4 miliar, hanya
dalam sepekan.

“Ini sudah dapat dika-
takan ada mafia pajak
(kendaraan) yang bermain
di dalamnya,” ujar Dedy
beberapa hari lalu.

.......................................................................................... sambungan dari hal. 1

Seperti diketahui, BPK
Perwakilan Sulteng mene-
mukan sebanyak 87.926
kendaraan bermotor di
Sulteng yang belum mem-
bayar PKB dan bea balik
nama kendaraan bermotor ¢
(BBNKB) dengan nilai to-
tal Rp83,25 miliar. Selain
itu, penerimaan PKB dan
BBNKB senilai Rp1,32 miliar
tidak disetorkan. Sehingga,
total pajak kendaraan ber-
motor yang tak jelas alias
kabur sekira Rp84,57 M.

Temuan tersebut ber-
dasarkan laporan hasil pe-
meriksaan (LHP) BPK RI
Perwakilan Sulteng atas
PKB dan BBNKB tahun
anggaran 2012 dan se-
mester 1 2013 di lingkun-
gan Pemerintah Provinsi
Sulteng, yang diserahkan
kepada Gubernur Sulteng
Longki Djanggola, Senin
(28/10/2013). AMr




